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EFENDI DWI PRASETYO. E0007119. ANALISIS YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DENGAN MENGGUNAKAN 
SARANA BANK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 944 
K/PID /2006). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai anailisa yuridis 
putusan Hakim Mahkamah Agung serta dasar pertimbangan yang digunakan 
Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
money laundering dengan menggunakan sarana bank. 
Penelitian ini merupakan termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang merupakan 
bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
penulis adalah studi kepustakaan atau melalui bahan pustaka karena penulis 
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 
kasus (case approach). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode 
interpretasi sistematis dan metode silogisme yang digunakan dengan analisis isi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 
perbuatan pelaku tindak pidana money laundering yang menggunakan sarana bank 
atas nama Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa telah 
terbukti melanggar dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa dalam 
pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi 
Semarang tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (judex 
factie) karena kurang dalam mempertimbangkan Pasal dalam Undang-Undang 
tentang Money Laundering. 
 


















































EFENDI DWI PRASETYO. E0007119. ANALISIS YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DENGAN MENGGUNAKAN 
SARANA BANK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 944 
K/PID /2006). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Legal research aims to find out about anailisa judicial decision of the 
Supreme Court Justices and judges used the basic considerations that the Supreme 
Court in imposing criminal sanctions against perpetrators of money laundering by 
means of a bank. 
This study is included in the normative legal research using secondary data 
types. Secondary data is data which is a bibliography of materials. Secondary data 
consists of primary legal materials, legal materials and legal materials secondary 
tertiary. Data collection techniques used writer is literature study or through 
library materials because the authors approach the law (statute approach) and 
approach the case (case approach). Data analysis technique used is the method of 
systematic interpretation and syllogistic methods used by content analysis. 
Based on the results of research and discussion the conclusion that the 
criminal acts of money laundering by means of a bank on behalf of the defendant 
Dra. Anastasia aka Kusmiati Pranoto May Hwa has been proven to violate and 
meet the elements contained in Article 3 paragraph (1) letter b of Law No. 15 of 
2002 amended Act No. 25 of 2003 on Money Laundering. That in its 
consideration, the Supreme Court held that the High Court did not apply the rule 
of law Semarang is not as it should (judex factie) lack in considering the article in 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi era globaliasi dewasa ini memberikan pengaruh 
besar kepada perilaku manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
manusia berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya untuk 
memperoleh hasil yang halal dengan mematuhi paraturan hukum yang 
berlaku. Di sisi lain, ada juga sebagian kecil manusia yang memenuhi 
kebutuhan ekonominya dengan tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku 
yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Fokus kepada 
manusia yang memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tindakan-tindakan 
melanggar hukum, banyak diwujudkan dengan cara-cara yang instan yaitu 
dengan melakukan kejahatan pencurian, penipuan, perampokan, penggelapan 
dan kejahatan lainnya yang tentunya kejahatan seperti itu melanggar peraturan 
hukum yang berlaku. 
Kejahatan-kejahatan itu terus berkembang seiring perkembangan zaman. 
Sampai pada saatnya ada sebagian manusia berusaha memenuhi kebutuhan 
ekonominya dengan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya 
melalui suatu kejahatan tetapi manusia berusaha menyimpan hasil kejahatan 
itu yang pada akhirnya dikeluarkan dan diwujudkan dalam bentuk benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak seperti tanah, rumah yang seolah-olah 
merupakan hasil dari tindakan yang legal. Kejahatan yang dilakukan manusia 
seperti itu tidak hanya dilakukan dalam satu lingkup wilayah saja tetapi juga 
dilakukan melewati batas-batas wilayah dari suatu negara. Kejahatan yang 
sangat terkenal itu termasuk dalam kejahatan transnasional atau transnational 
crime karena dapat dilakukan di lintas negara.  
Dalam kejahatan transnasional para pelaku sering memanfaatkan 

















































perantara untuk melakukan kejahatan. Terdapat berbagai modus yang 
digunakan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyamarkan atau 
menyembunyikan hasil kejahatan yang berupa harta kekayaan, salah satunya 
dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan 
(financial system), terutama ke dalam sistem perbankan. Kejahatan 
transnasional seperti ini sering dikenal dalam dunia internasional dengan 
pencucian uang atau money laundering.  
“Bentuk kejahatan transnasional seperti money laundering sangat 
merugikan banyak negara, karena pencucian uang mempunyai dampak global 
bagi perkembangan ekonomi rnakronya, yang mengakibatkan hilangnya 
kepercayaan negara lain akibat keterkaitannya dengan kegiatan pencucian 
uang (Dadang Siswanto, 2004: 17)”. Pencucian uang merupakan tindakan 
untuk mengedarkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana ke dalam suatu 
sistem peredaran keuangan yang sah dan untuk menutupi asal usul harta 
kekayaan itu yang biasanya ditujukan pada sektor perbankan baik di dalam 
maupun diluar negeri. Pencucian uang yang dilakukan melewati lintas batas 
negara ini, para pelakunya tidak saling bertemu bahkan para pelaku tidak 
saling kenal karena hanya menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. 
Fenomena kejahatan ini sering disebut juga sebagai organized crime  atau 
kejahatan terorganisasi. Pencucian uang yang terjadi juga akan berdampak 
langsung pada stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian suatu 
negara. 
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor 
perbankan, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan 
pencucian uang mengingat sektor inilah  yang banyak menawarkan jasa 
instrumen dalam lalu lintas keuangan  yang dapat digunakan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya 
globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui 
batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang 
umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil 

















































sistem hukum  yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian 
uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia 
bank secara sangat ketat. 
Kegiatan pencucian uang dan kejahatan perbankan dapat berjalan secara 
bersamaan dan bekerja sama saling menguntungkan. Masing-masing kegiatan 
mempunyai modus operandi. Kerjasama bank dengan kegiatan pencucian 
uang paling tidak melibatkan (1). Pejabat bank tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan yang diwajibkan; (2). Pejabat bank dapat melakukan kolusi untuk 
memudahkan transaksi; (3). Manajemen bank kurang cermat meneliti identitas 
nasabah; (4). Pihak bank dapat berlindung dibelakang ketentuan rahasia bank 
(Kabib Nawawi,2008 : 40). 
 
Pencucian uang yang terjadi dalam skala internasional mendapatkan 
perhatian yang serius dari FATF (Financial Action Task Force). FATF 
merupakan badan internasional di luar PBB yang anggotanya terdiri dari 
negara donor dan fungsinya sebagai satuan satgas dalam pemberantasan 
pencucian uang. Badan ini mempunyai komitmen yang serius untuk 
memberantas pencucian uang dengan menjalin kerjasama dengan OECD 
(Organisation For Economic Cooperation and Development) untuk saling 
tukar menukar informasi berkaitan dengan masalah pencucian uang pada 
negara-negara yang akan mendapatkan bantuan dana. 
Dalam praktik pencucian uang, Indonesia pernah dimasukkan ke dalam 
daftar negara wilayah yang tidak bekerja sama NCCTs (Non Cooperative 
Countries and Teritories) pada bulan Juni 2001 oleh OECD (Organisation 
For Economic Cooperation and Development) dari FATF (Financial Action 
Task Force), sebagai negara yang tidak kooperatif dalam menangani masalah 
pencucian uang (Tb. Imran S. ,2006 : 2).  
 
Dasar pertimbangan dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar blacklist 
FATF (Financial Action Task Force) disebabkan tidak adanya perangkat yang 
kuat dan efektif dalam memerangi pencucian uang yaitu belum adanya 
peraturan perundang-undangan untuk mengkriminalisasikan pencucian uang. 
Upaya penanganan yang dilakukan Indonesia terhadap masalah 
pencucian uang sangat kurang, mengingat belum adanya Undang-Undang 
tentang pencucian uang. Keadaan seperti ini memaksa Indonesia untuk 

















































dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang didalamnya 
mengatur ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian 
uang. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diwujudkan 
karena desakan dunia internasional karena Indonesia belum ada peraturan 
hukum yang secara khusus  mengatur tentang pencucian uang. 
Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum 
pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha inipun 
masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam 
menghadapi masalah kejahatan ini menurut Inkeri Anttila, telah berlangsung 
beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L Packer, usaha pengendalian anti 
sosial masyarakat dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah 
melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang 
mempunyai dimensi hukum yang penting (Inkeri Anttila dan Herbert L Packer 
dalam Barda Nawawi Arief,2010 : 17). 
 
Pemerintah Indonesia tidak berhenti begitu saja untuk memberantas 
tindak pidana pencucian uang. Mengingat modus yang digunakan dalam  
tindak pidana pencucian uang semakin beragam dan peraturan yang telah 
adapun dianggap kurang maksimal dalam penerapannya maka pada tahun 
2010, Pemerintah Indonesia membuat peraturan yang baru yaitu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Hal ini diwujudkan dalam rangka penegakan hukum 
yang lebih baik terutama dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. 
Dalam praktiknya penanganan tindak pidana pencucian uang di 
Indonesia khususnya masih sangat sulit meskipun sudah didukung dengan 
peraturan hukum yang terus diperbaharui, kesulitan dialami ketika pelaku 
tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana bank untuk 
menyembunyikan uang hasil dari tindak pidananya, mengingat bahwa bank 
mempunyai sistem kerahasiaan yang ketat untuk melindungi para nasabahnya. 
Sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk mengetahui hasil dari tindak 
pidana yang di simpan dibank oleh pelaku. Harus ada izin dahulu dari pihak 

















































bank yang bersangkutan. Hal ini juga berakibat pada kesulitan bagi aparat 
penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana 
pencucian uang. Penanganan perkara pencucian yang lebih menjadi sorotan 
yaitu hakim. Setiap putusan hakim yang dijatuhkan akan mempengaruhi 
proses penegakan hukum yang akan berdampak langsung kepada masyarakat 
sosial ketika putusan hakim itu tidak didasarkan pertimbangan-pertimbangan 
yang jelas serta aturan hukum yang benar. 
Beberapa waktu yang lalu terjadi pencucian uang di daerah Kebumen 
yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan sarana bank. Dalam 
perkara pencucian uang tersebut telah mendapatkan putusan inkracht dari 
Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, hakim 
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri 
Kebumen. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana sendiri terhadap 
pelaku pencucian uang berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-
pertimbangan. 
Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang menimbulkan pertanyaan 
dipikiran penulis yaitu mengenai analisa yuridis dalam putusan hakim 
Mahkamah Agung terhadap pelaku money laundering serta dasar 
pertimbangan yang digunakan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang atau money 
laundering yang menggunakan sarana bank masih menimbulkan 
permasalahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka 
penulisan hukum skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DENGAN 
MENGGUNAKAN SARANA BANK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR : 944 K/PID /2006)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

















































memberikan penafsiran yang bermacam-macam serta sebagai upaya 
pemecahan masalah yang ingin dicapai dari uraian latar belakang di atas.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan 
dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Apa yang menjadi analisa yuridis putusan Hakim Mahkamah Agung 
dalam tindak pidana money laundering yang menggunakan sarana bank? 
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana money 
laundering yang menggunakan sarana bank? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam setiap penelitian pada dasarnya mempunyai suatu tujuan yang 
hendak dicapai  agar dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang 
lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini adapun tujuan yang hendak dicapai 
adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui analisa yuridis putusan Hakim Mahkamah Agung 
dalam tindak pidana money laundering yang menggunakan sarana 
bank. 
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana money laundering yang 
menggunakan sarana bank. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas 
mengenai analisa yuridis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan 
putusan serta dasar-dasar pertimbangan yang digunakan Hakim 
Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana money laundering yang menggunakan sarana bank. 
b. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang 

















































hakim dalam tindak pidana money laundering yang menggunakan 
sarana bank.  
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
kesarjanaan strata satu dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat 
yang berguna bagi setiap orang terutama pada ilmu pengetahuan di bidang 
penelitian.  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran 
dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam 
bidang  ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada 
khususnya.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur, 
referensi, dan bahan-bahan acuan ilmiah serta pengetahuan bidang 
hukum, khususnya dalam hal tindak pidana money laundering.  
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis.  
b. Dapat meningkatkan pola pemikiran yang dinamis dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.  
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 
pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
“Metode secara harafiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu 
tersebut dibangun. Penelitian  merupakan aplikasi atau penerapan metode 
yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan 

















































memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (Johnny 
Ibrahim,2006 : 26-27)”.  
“Metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap 
komunitas pengemban ilmu hukum dimana metode dan sistem membentuk 
hakikat ilmu (Johnny Ibrahim,2006 : 26)”. Dalam penelitian ini, metode 
penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur 
penelitian hukum untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 
keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam 
penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-
cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum 
itu sendiri. Seperti dituliskan oleh Sudikno Mertokusumo, obyek ilmu 
hukum adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-
peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos : 
tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan yang 
dikeluarkan setiap tahunnya. ilmu hukum (normatif) tidak melihat hukum 
sebagai sesuatu yang chaos atau mass of rules tetapi melihatnya sebagai 
suatu structured whole of system (Johnny Ibrahim,2006 : 57). 
 “Sedangkan Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 
guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2010 : 
35)”.  
2. Sifat Penelitian 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskiptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskiptif, ilmu hukum 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan 
ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-
rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskiptif keilmuan 
hukum ini merupakan sesuatu yang substansial didalam ilmu hukum (Peter 


















































“Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari 
sifat preskiptifnya.  Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh 
terhadap sesuatu yang bersifat substansial (Peter Mahmud Marzuki,2010 : 
24-25)”. Dari uraian sifat penelitian diatas maka dalam penelitian hukum 
ini penulis berusaha untuk menerapkan hal tersebut didalam pembahasan 
dengan melakukan analisa yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung 
Nomor : 949K/PID/2006 yang sudah di putus in kracht, dengan didasarkan 
pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana. Selanjutnya dari analisis tersebut akan memmperoleh hasil untuk 
menjawab permasalahan yang diteliti.  
3. Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan histories (historical approach), pendekatan 
komparatif  (comparative approach), dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,2010 : 93).  
 
Dari pembagian beberapa macam pendekatan hukum tersebut,maka 
penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang 
relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, antara lain adalah : 
a). Pendekatan Undang-Undang (statute approach). 
“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 
menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 
hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki,2010 : 93)”. 
Penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengetahui 
ketentuan sanksi pidana dari suatu undang-undang dengan undang-
undang lainnya yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian 
uang. Hasil telaah dari undang-undang tersebut nantinya akan 



















































b). Pendekatan Kasus (case approach) 
“Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 
telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap 
(Peter Mahmud Marzuki,2010 : 94)”. Dalam pendekatan ini, maka 
kasus hanya digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum yang 
sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kasus tindak 
pidana money laundering atas nama terdakwa Anastasia Kusmiati 
Pranoto alias Mei Hwa yang sudah di putus in kracht oleh Mahkamah 
Agung. 
4. Jenis dan Sumber Data 
a). Jenis Data 
Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 
pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 
primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekamto dan 
Sri Mamudji,2010 : 12). 
Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan jenis 
data sekunder. Data sekunder adalah data yang merupakan bahan 
kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, arsip-arsip, dan sumber-sumber 
tertulis lainnya yang memuat keterangan yang diperlukan. 
b). Sumber Data 
Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono 
Soekamto dan Sri Mamudji,2010 : 13). Dalam penelitian ini 
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier. Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam 



















































1). Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat, dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan 
hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, putusan-
putusan hakim dan lain-lain. 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 
normatif ini, antara lain adalah sebagai berikut: 
(a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
(b). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan; 
(c). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang  juncto Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 
(d). Putusan Mahkamah Agung Nomor : 944 K/Pid /2006. 
2). Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2010; 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung 
dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks 
yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, media massa, 
internet, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan untuk 
mendukung penelitian ini. 
3). Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, yaitu dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan 
Pengumpulan bahan dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 

















































permasalahan yang sedang diteliti. Karena dalam penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan 
pendekatan kasus (case approach), maka dalam hal pengumpulan bahan 
hukum juga harus memperhatikan pendekatan penelitian agar dapat 
memperoleh bahan hukum yang relevan.   
“Penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum 
yang relevan terhadap isu yang dihadapi, apabila di dalam penelitian 
tersebut penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), yang harus dilakukan oleh penulis adalah mencari 
peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu 
tersebut (Peter Mahmud Marzuki,2010 : 194)”. Dalam hal ini penulis 
menggunakan  Undang-Undang yang mengatur tindak pidana money 
laundering yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case 
approach), maka dalam pengumpulan bahan hukum penulis mencari kasus 
yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dimana kasus tersebut yang 
telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
6. Teknik Analisis Bahan 
Analisis bahan dalam penelitian adalah menguraikan atau memecahkan 
masalah yang diteliti berdasarkan bahan yang diperoleh kemudian diolah 
ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian normatif, maka dalam teknik analisis yang digunakan 
penulis adalah metode interpretasi sistematis dan metode silogisme. 
Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan 
hukum yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang agar ruang 
lingkupnya dapat ditetapkan dengan suatu peristiwa tertentu. Metode 
interpretasi sistematis merupakan metode dimana suatu aturan hukum 
ditafsirkan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan naskah-naskah 
hukum lain seperti halnya pertimbangan yang digunakan hakim dalam 

















































Dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu memecahkan 
permasalahan yang sedang diteliti.  
“Dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan metode 
silogisme dengan teknik analisis deduksi. Metode deduksi adalah metode 
yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis 
minor dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion 
(Peter Mahmud Marzuki,2010 : 47)”.  Artinya bahwa melakukan 
pengolahan analisis bahan dengan menarik kesimpulan dari suatu 
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang 
diteliti.  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum untuk memberikan gambaran secara 
keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada 
dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 
(empat) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang saling 
berhubungan dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab satu akan diuraikan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan 
hukum untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap isi 
penelitian secara garis besar. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab dua penulis akan menguraikan hal-hal yang 
berhubungan dengan kerangka teori dan kerangka pemikiran 
dari penelitian ini. Dalam kerangka teori, akan diuraikan 

















































pengertian hukum pidana; pemaparan jenis-jenis hukum 
pidana, pemaparan asas-asas hukum pidana, pemaparan teori-
teori pemidanaan dalam hukum pidana. Kemudian, diuraikan 
mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi 
istilah tindak pidana, pengertian tindak pidana, pemaparan 
jenis-jenis tindak pidana  dan pemaparan unsur-unsur tindak 
pidana. Selanjutnya, diuraikan mengenai tinjauan umum 
tentang tindak pidana pencucian uang, yang meliputi 
pemaparan mengenai sejarah dan perkembangan istilah 
pencucian uang, pengertian pencucian uang dan pemaparan 
mengenai tahap-tahap tindak pidana pencucian uang;. 
Dilanjutkan uraian mengenai tinjauan umum tentang bank, 
yang meliputi pengertian bank; jenis-jenis dan kegiatan usaha 
bank, dan larangan kegiatan usaha bank. Keseluruhan uraian 
dapat memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami 
mengenai  analisa yuridis serta pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana money laundering 
dengan menggunakan sarana bank. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab tiga, penulis akan menyajikan pembahasan dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu berupa 
analisa yuridis putusan Hakim Mahkamah Agung dalam tindak 
pidana money laundering yang menggunakan sarana bank dan 
analisa dasar pertimbangan yang digunakan hakim Mahkamah 
Agung untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor : 944 K/Pid /2006. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab keempat ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan 
penulisan hukum. Pada bab ini, berisikan simpulan dari 

















































hukum dan disertai saran yang didasari dari simpulan hasil 
penelitian tersebut. 
 






















































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 
a. Pengertian Hukum Pidana 
Rumusan mengenai pengertian hukum pidana mempunyai lebih 
dari satu rumusan. Tidak ada rumusan mengenai pengertian hukum 
pidana yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. 
Rumusan hukum pidana ini sulit dibatasi karena isi dari hukum pidana 
itu sendiri sangat luas dan mencakup banyak aspek yang tidak 
mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat 
tertentu. Para sarjana ternyata mempunyai pendapat yang berbeda-beda 
mengenai pengertian hukum pidana ini. 
Hukum pidana menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah 
bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara 
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan 
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut; 
2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 
3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut (Moeljatno,1993 : 1) 
 
Sedangkan menurut Profesor Doktor Lemaire  telah merumuskan 
hukum pidana sebagai berikut : 
”Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en 
verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie 
straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook 
zeggen dat het strafrecht het normen stelse is, dat bepaalt op 
welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht 
is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert 


















































Artinya adalah hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang 
berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh 
pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi 
berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 
Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu 
merupakan suatu sistem norma-norma yang menetukan terhadap 
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk 
melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana 
hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana 
yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (P.A.F. 
Lamintang,1996 : 1) ”. 
 
b. Jenis-Jenis Hukum Pidana 
Hukum pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara  
lain sebagai berikut : 
1). Hukum pidana dalam keadaan diam dan keadaan bergerak yaitu: 
(a). Hukum pidana materiil, memuat aturan-aturan yang 
menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat 
dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk 
dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidananya. 
(b). Hukum pidana formil, memuat aturan-aturan bagaimana 
negara dengan perantaraan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana, hukum 
pidana formil disebut juga hukum acara pidana. 
2). Hukum pidana dalam arti Obyektif dan Subyektif yaitu : 
(a). Hukum Pidana Obyektif atau Ius Poenale diartikan sebagai 
hak dari negara  atau alat-alat pelengkapan negara untuk 
mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan 
tertentu. 
(b). Hukum Pidana Subyektif atau Ius Puniendi hak untuk 
menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan 
melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan 


















































3). Hukum pidana atas dasar siapa berlakunya hukum pidana yaitu: 
(a). Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditujukan 
dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan 
tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum 
tertentu, contoh : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
(b). Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk 
oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek 
hukum tertentu saja, contoh : Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Tentara (KUHPT). 
4). Hukum pidana atas dasar wilayah berlakunya hukum yaitu : 
(a). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk 
oleh pemerintah negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum 
yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di 
seluruh wilayah hukum negara. 
(b). Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum  yang 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di 
dalam wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. 
Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga 
dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana 
internasional. 
5). Hukum pidana atas dasar bentuknya yaitu : 
(a). Hukum pidana tertulis disebut juga hukum pidana undang-
undang. 
(b). Hukum pidana tidak tertulis atau disebut dengan hukum 
pidana adat (Adami Chazawi,2002 : 11-14). 
6). “Hukum Pidana yang dikodifikasikan (KUHP dan KUHPT) dan 
hukum pidana yang tidak dikodifikasikan yakni yang terdapat di 
luar KUHP tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan 

















































c. Asas-Asas Hukum Pidana 
Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk 
diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala 
kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian serta 
ketertiban. Dalam pemberlakuan hukum pidana di Indonesia terdapat 
batasan berlakunya.  
Berlakunya hukum pidana tidak hanya dibatasi oleh ruang dan 
waktu saja tetapi juga dibatasi oleh tempat atau wilayah hukum 
tertentu. Dalam hal mengenai berlakunya hukum pidana terdapat 
beberapa asas hukum pidana adalah sebagai berikut : 
1). Asas Legalitas 
Asas ini berlaku mutlak bagi negara-negara yang hukum 
pidananya telah dikodifikasi dalam satu wetboek seperti negara 
yang menganut  sistem hukum Eropa kontinental termasuk 
Indonesia. Asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : 
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan 
aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada 
sebelum perbuatan dilakukan”. 
 
Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dikenal 
dengan asas “nulum delictum nulla poena sina praevia 
legepoenali” yang artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada 
pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang lebih dulu menentukan 
demikian. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, 
terdapat tiga pengertian dasar dalam asas legalitas, yaitu : 
(1). Ketentuan hukum pidana itu harus ditetapkan lebih dulu 
secara tertulis; 
(2). Dalam hal untuk menentukan suatu perbuatan apakah berupa 


















































(3). Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut (terugwerkend 
atau retro aktif). 
Berdasarkan asas legalitas ini timbul suatu asas yang disebut 
lex temporis delicti, artinya suatu perbuatan pidana harus diadili 
berdasarkan peraturan yang ada pada waktu perbuatan tersebut 
dilakukan. 
2). Asas lex specialis derogate legi generali 
Secara sederhana asas ini berarti aturan yang bersifat khusus 
(specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum 
(generali). Apabila dihubungkan dengan pandangan Dworkin, 
dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi 
sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. 
Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang 
valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan 
terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. 
Dalam hukum pidana Indonesia asas ini didasarkan pada 
ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang berbunyi : 
“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII 
buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh 
ketentuan perundang-undangan yang lainnya diancam dengan 
pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” 
 
3). Asas geen straf sonder schuld atau asas tiada pidana tanpa 
kesalahan 
Asas tiada pidana tanpa kesalahan artinya untuk dapatnya 
dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar 
larangan hukum pidana diisyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat 
dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan. 
Perwujudan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan itu terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 

















































perbuatannya dan Pasal 48 tentang tidak dipidananya si pembuat 
karena dalam keadaan daya paksa (overmacht). 
4). Asas actus non facit reum nisi mens sit rea 
Asas ini mempunyai maksud bahwa sesuatu perbuatan tidak 
dapat membuat orang bersalah kecuali bilamana dilakukan dengan 
niat jahat. Asas ini meliputi kata actus reus yang artinya 
menyangkut perbuatan yang melawan hukum dan kata mens rea 
mencakup unsur-unsur pembuat delik yaitu sikap batin. 
5). Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat orang ini dikenal 
ada empat asas yaitu : 
(a). Asas teritorial (territorialiteits-beginsel) 
Asas berlakunya hukum pidana suatu negara semata-mata 
digantungkan pada tempat dimana suatu tindak pidana itu 
telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam 
wilayah negara yang bersangkutan. Asas ini dirumuskan 
secara tegas dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
(b). Asas kebangsaan (personaliteits-beginsel) 
Asas berlakunya hukum pidana bergantung atau mengikuti 
subjek hukum atau orangnya yakni warga negara di manapun 
keberadaannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
(c). Asas perlindungan atau Asas nasional pasif (beschermings-
beginsel) 
Asas berlakunya hukum pidana tidak bergantung pada tempat 
seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan 
pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak 
pidana tersebut. Negara yang kepentingan hukumnya menjadi 
sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku 


















































(d). Asas persamaan (universaliteits-beginsel) 
Asas persamaan bertumpu pada kepentingan hukum yang 
lebih luas yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau 
bangsa-bangsa dunia. Menurut asas ini berlakunya hukum 
pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan 
bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimanapun dan 
terhadap siapapun (P.A.F. Lamintang,1996 : 89-90). 
6). Asas ne bis in idem 
Asas ne bis in idem menyatakan bahwa seseorang tidak boleh 
dituntut terhadap suatu delict, apabila terhadap delict yang 
dilakukannya itu telah diberikan putusan oleh hakim dan putusan 
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ne bis in 
idem ini tercermin dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) (H. Zamhari Abidin,1986 : 74). 
 
d. Teori-Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana 
Dalam hukum pidana diatur mengenai teori-teori pemidanaan 
yang sering dijadikan pertimbangan ketika berbicara mengenai 
mengapa pidana itu perlu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. 
Teori-teori pidana ini berkaitan erat dalam penjatuhan pidana.  
Teori pidana atau sering disebut dengan teori pemidanaan ini  
dapat dikelompokkan menjadi (3) tiga golongan besar ialah : 
1). Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeidingstheorien) 
Negara berhak menjatuhkan sanksi pidana kepada penjahat yang 
telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan 
kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah 
dilindungi. Maka oleh karenannya ia harus diberikan pidana yang 
setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. 
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat 
dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang 
lain.  
2). Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien) 
Teoti relatif atau teori tujuan pada dasarnya bahwa pidana adalah 
alat untuk menegakkan  tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 
Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan 

















































3). Teori Gabungan (verenigingstheorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 
asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana (Adami 
Chazawi,2002 : 153).  
 
Dari teori pemidanaan diatas terdapat tujuan penjatuhan pidana 
terhadap suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : 
1). Sanksi pidana mempunyai tujuan untuk memberikan pembalasan 
kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan penderitaan 
berupa sanksi pidana tertentu yang telah ditetapkan.  
2). Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan, artinya 
tujuan sanksi pidana juga ditujukan kepada perbuatan sehingga 
perbuatan tersebut tidak berulang lagi.   
3). Sanksi pidana selain untuk pelaku tindak pidana juga bertujuan 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana (http://www.boenaga 
blogdetik.net/artcle/doc./hukum_pidana, diakses pada tanggal 10 
November 2010 pukul 19.30 WIB). 
 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
a. Istilah Tindak Pidana 
Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Dalam perundang-undangan dan 
kepustakaan Belanda hanya ada satu istilah  yaitu Strafbaar feit yang 
merupakan istilah resmi dalam KUHP Belanda. Sedangkan dalam 
perundang-undangan di Indonesia sering dijumpai istilah tindak pidana 
walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Banyak 
istilah yang pernah digunakan dalam suatu peraturan perundang-
undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan 
dan istilah Strafbaar feit antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, 
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan 
yang dapat dihukum dan perbuatan pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari Strafbaar feit itu, 
terjemahkan juga dengan hukumternyata Straf  diterjemahkan dengan 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh. Sementara itu, untuk kata  feit diterjemahkan dengan tindak, 

















































Secara literlijk, kata Straf artinya pidana, baar artinya dapat atau 
boleh dan  feit adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah 
Strafbaar feit secara utuh, ternyata Straf diterjemahkan juga dengan 
kata hukum. Padahal sudah lazimnya hukum itu adalah terjemahan dari 
kata recht, seolah-olah arti Straf  sama dengan recht, yang sebenarnya 
tidak demikian halnya. Untuk terjemahan dari kata baar dan feit secara 
literlijk bisa diterima secara lazim. 
 
b. Pengertian Tindak Pidana 
Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda 
mengenai tindak pidana menurut pandangannya. Pengertian tindak 
pidana dalam hukum pidana terdapat dua pandangan yang berbeda 
yaitu pandangan monisme dan pandangan dualisme. 
Pandangan monisme merupakan pandangan dari para ahli hukum 
mengenai tindak pidana yang tidak memisahkan antara unsur-unsur 
mengenai perbuatan dengan-unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada 
banyak ahli hukum yang berpandangan monisme ini terhadap tindak 
pidana, antara lain adalah : 
1). Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana. 
2). Simons, merumuskan Strafbaar feit  adalah suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Adami 
Chazawi,2002 : 72). 
 
Sedangkan pandangan dualisme adalah pandangan yang 
memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Pandangan 
monisme  juga dianut banyak ahli, antara lain adalah : 
1). Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

















































2). Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu 
sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang 
menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan 
sebagai tindakan yang dapat dihukum (Adami Chazawi,2002 
: 71-72). 
 
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, 
yaitu sebagai berikut : 
1). Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III; 
2). Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel 
delicten); 
3). Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten); 
4). Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
(delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut 
juga tindak pidana omisi (delicta omissionis); 
5). Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus; 
6). Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
7). Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat 
dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu); 
8). Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 
tindak pidana aduan (klacht delicten); 
9). Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige 
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) 
dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten); 
10). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 
tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 


















































11). Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) 
dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten.) (Adami 
Chazawi,2002 : 121-122). 
 
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada umumnya orang melakukan suatu tindak pidana itu hanya 
dapat dihukum, jikalau tindak pidana itu telah seluruhnya diselesaikan, 
artinya semua unsur-unsur dari tindak pidana itu telah terwujud 
(Winarno Budyatmojo,2009 : 1). Maka agar suatu perbuatan dapat 
memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai tindak pidana harus 
memenuhi beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana ada yang 
terdapat di dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
ada pula yang terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yaitu menurut pendapat para sarjana. 
1). Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam KUHP 
Tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke 
dalam unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-
unsur yang bersifat  subyektif dan obyektif ini juga diperoleh dari 
rumusan tindak pidana. 
“Unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang 
mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya 
(Adami Chazawi,2002 : 83)”. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu 
tindak pidana itu adalah : 
a). Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
b). Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c). Macam-macam atau oogmerk  seperti yang terdapat misalnya 
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

















































d). Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP; 
e). Perasaan takut atau vress  seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
“Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang 
berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni 
semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan 
keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan 
dan obyek tindak pidana (Adami Chazawi,2002 : 83)”. Unsur-
unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a). Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
b). Kualitas dari si pelaku misalnya keaadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP; 
c). Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 
itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu : 
a). Unsur tingkah laku; 
b). Unsur melawan hukum; 
c). Unsur kesalahan; 
d). Unsur akibat konstitutif; 
e). Unsur keadaan yang menyertai; 
f). Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g). Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h). Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i). Unsur obyek hukum tindak pidana; 
j). Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana; 
k). Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana (Adami 



















































2). Unsur-Unsur Tindak Pidana di Luar KUHP 
Unsur-unsur tindak pidana di luar KUHP dibedakan 
berdasarkan sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan 
pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 
rumusannya.  
 
“Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a). Perbuatan; 
b). Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c). Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
(Adami Chazawi,2002 : 79)”. 
 
“Menurut Van Hamel, unsur-unsur strafbaar feit adalah : 
a). Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang; 
b). Melawan hukum; 
c). Dilakukan dengan kesalahan; dan 
d). Patut dipidana (Sudarto,1990 : 41)”. 
 
“Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur 
tindak pidana adalah : 
a). Perbuatan; 
b). Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c). Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d). Dipertanggungjawabkan (Adami Chazawi,2002 : 81)”. 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  
a. Sejarah Dan Perkembangan Istilah Pencucian Uang 
Sejarah pencucian uang (money laundering) pada tahun 1990-an 
adalah Alphonso Capone atau dikenal dengan Al Capone yang 
membangun suatu usaha kejahatan dimana-mana diwilayah Amerika. 
Ia adalah seorang yang menapak hingga mencapai posisi tertinggi dari 
profesi kejahatan yang dipilihnya, membentuk sebuah organisasi yang 
bernama ”Al Phonso Capone Second Hand Furniture Inc” Chicago, 
dalam laporan tahunan perusahaan tersebut tahun 1930 yang 
mempunyai markas di Metropole Levington Hotel Chicago. Mayoritas 

















































utamanya dibagi dalam divisi-divisi yaitu divisi pembuatan dan 
distribusi minuman keras, divisi perjudian, divisi layanan hiburan, 
divisi asuransi dan industri. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 
1920 yang menghasilkan uang dalam setahun US $100 juta atau dalam 
rupiah Rp.  900. 000. 000. 000,- (900 milyar rupiah). Al Capone 
pelaku kejahatan dipenjara bukan karena keterlibatannya dalam 
pembunuhan, pemerasan, penjualan obat bius namun semata-mata 
karena menghasilkan uang dan tidak melaporkannya (Tb Imran 
S.,2006 : 39-40).  
“Al Capone penjahat terbesar di Amerika masa lalu mencuci 
uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si jenius Meyer 
Lansky, orang Polandia. Lansky seorang akuntan mencuci uang 
kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (Laundry). Demikian asal 
muasal muncul nama money laundering  (Adrian Sutedi,2010 : 17)”. 
Istilah pencucian uang atau money laundering terkenal sejak 
tahun 1930 di Amerika Serikat yaitu ketika mafia membeli perusahaan 
yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar 
adalah pencucian pakaian atau disebut Landromat  yang ketika itu 
terkenal di Amerika Serikat. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan 
ditanamkan ke perusahan pencucian uang ini seperti hasil perjudian 
dan usaha pelacuran. Dalam perkembanganya pada tahun 1980-an 
uang hasil kejahatan semakin berkembang dengan berkembangnya 
bisnis haram kemudian muncul istilah narco dollar yang berasal uang 
haram hasil perdagangan narkotika (Adrian Sutedi,2010 : 17-18). 
  
Money laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang atau 
pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut juga pembersihan 
uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Money laundering dapat 
diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dirty money, hot 
money, illegal money atau illicit money. Dalam istilah Indonesia 
disebut secara beragam berupa uang kotor, uang haram, uang panas 
atau uang gelap (N. H. T.  Siahaan,2002 : 7). 
 
b. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering) 
Pencucian uang telah didefinisikan sebagai : 
“penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan 

















































dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti 
diperoleh dari sumber yang sah” (Tb Imran S. ,2006 : 40). 
 
Di dalam Black’s Law Dictionary, Money Laundering diartikan 
sebagai berikut  : 
“Term used to describe investment or other transfer of money 
flowing  from racketeering,drug transactions,and either 
illegal sources into legitimate channels so that its original 
source cannot be traced”. 
 
Cara yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau 
aliran transfer dilacak dari transaksi obat terlarang atau 
sumber illegal lainnya ke dalam jalur yang legal sehingga 
sumber aslinya tidak dapat dilacak  (Henry Campbell 
Black,1991 : 611, dalam Adrian Sutedi,2010 : 20)”.  
 
Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam The 
United Nations Convention Against IllicitTraffic in Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances of 1988,pengertian Money Laundering 
adalah : 
“The conversion or transfer of property,knowing that such 
propertyis derived from any serious (indictable) offences,or 
from act of participation in such offence of offence,for the 
purpose of concealing or disguising the illicit of the 
property or of assisting any person who is involved in the 
commission of  such offence of offence to evade the legal 
consequences of his action;or the concealment or disguise 
of the true nature, source, location, disposition, movement, 
rights with respect to or ownership of property, knowing 
that such property is derived from a serious (indictable) 
offence of offence or from an act of participation in such an 
offence of offence.  
 
Perubahan atau pentransferan harta benda yang diketahui 
berasal (diindikasikan) dari kejahatan untuk tujuan 
menyembunyikan harta benda atau membantu orang yang 
terlibat melakukan kejahatan untuk menghindari 
konsekuensi hukum dari perbuatannya, atau untuk 
menyembunyikan atau mengaburkan sumber, lokasi, asal, 
perpindahan, hak dari atau pemilik dari harta kekayaan yang 
diperoleh (diindikasikan) dari kejahatan yang serius dari 


















































Bahwa pencucian uang merupakan proses kegiatan yang 
dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram 
yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud 
menyembunyikan asal-usul uang tersebut  dari pemerintah atau otoritas 
yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan 
dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem 
keuangan (financial system) sehingga apabila uang tersebut kemudian 
dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah 
menjadi uang yang sah. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi 
Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi sebagai 
berikut : 
“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, 
mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 
merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk 
menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul  harta 
kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan 
yang sah”.  
 
Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk 
menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu 
tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, 
korupsi, perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang 
merupaka aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan 
aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat 
dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari 
kegiatan yang ilegal. Melalui pencucian uang pendapatan atau 
kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah 
menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang 

















































Dari beberapa pengertian pencucian uang, perbuatan yang 
termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut : 
1). Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata 
uang atau surat berharga lainnya atau perbuatan lainnya atas harta 
kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana dengan 
maksud untuk menyembunyikan  atau menyamarkan asal-usul 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 
tindak pidana.  
2). Perbuatan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana pencucian uang.  
3). Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 
hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
(http://www.wordpresscfisel.com/buku1.php/tindak_pidana_pencu
cian_uang, diakses pada tanggal 25 Juni 2011 pukul 16.45 WIB).  
 
Dalam pencucian uang, harta kekayaan yang diperoleh 
merupakan hasil dari tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud 
menurut Pasal 2 angka (1) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah berbunyi : 
“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 
tindak pidana : 
(a). Korupsi; 
(b). Penyuapan; 
(c). Penyelundupan barang; 
(d). Penyelundupan tenaga kerja; 
(e). Penyelundupan imigran; 
(f). Di bidang perbankan; 
(g). Di bidang pasar modal; 
(h). Di bidang asuransi; 
(i). Narkotika; 
(j). Psikotropika; 
(k). Perdagangan manusia; 

























































(u). Di bidang perpajakan; 
(v). Di bidang kehutanan; 
(w). Di bidang lingkungan hidup; 
(x). Di bidang kelautan; atau 
(y). Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah 
Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara 
Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ”. 
 
c. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang 
Dalam proses pencucian uang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap 
yaitu tahap penempatan (placement), tahap pelapisan (layering), tahap 
penggabungan (integration). Masing-masing tahap dalam pencucian 
uang dijelaskan sebagai berikut : 
1). Tahap Penempatan (Placement) 
Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang 
tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem 
keuangan (financial system). Dalam tahap ini pelaku melakukan 
proses  pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada 
suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna 
mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya 
sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang 
lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa 
tempat. 
Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan 
dari suatukegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. 
Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut : 
a). Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini 
diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.  
b). Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan 
lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.  
c). Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.  
d). Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau 
terkaitdengan usaha yang sah  berupa kredit/pembiayaan 
sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.  
e). Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk 

















































sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang 
pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa 
keuangan lain (Adrian Sutedi,2010 : 24).  
 
Metode yang paling penting dari placement ini adalah apa yang 
disebut sebagai smurfing. Melalui smurfing ini keharusan untuk 
melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.  
”Dalam transaksi yang disebut smurfing  ini sengat penting. 
Negara-negara harus ada persyaratan pelaporan terhadap transaksi 
tunai yang besar, dimana transaksi-transaksi tersebut dilakukan 
melalui jumlah yang lebih besar dengan memecahnya ke dalam 
transaksi-transaksi kecil yaitu yang disebut dengan smurfing (Arief 
Amrullah,2004 : 11)”.  
 
2). Tahap Pelapisan (Layering) 
Tahap ini merupakan tahap kedua dari proses pencucian uang. 
Tahap pelapisan (Layering) merupakan upaya untuk mengurangi 
jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari 
uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak 
pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-
negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak 
uang.  
Pelapisan (Layering) adalah memisahkan hasil tindak pidana 
dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap 
transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan 
dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil 
placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang 
kompleks dan desain untuk menyamarkan dan menghilangkan 
jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan Layering ini antara 
lain : 
a). Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan/atau antar 
wilayah/negara.  
b). Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung 
transaksi yang sah.  
c). Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan 
kegiatan usaha yang sah maupun shell company (Adrian 


















































3). Tahap Penggabungan (Integration) 
Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pencucian uang. 
Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil 
diselesaikan maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali 
dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh 
pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau 
penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam 
tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian sekarang 
perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.  
“Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang 
telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke 
dalam berbagai bentuk kekayaan materiil maupun keuangan, 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun 
untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (Adrian 
Sutedi,2010 : 25)”.  
 
Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih 
dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul 
kembali sebagai aset atau investasi yang tampak legal. Pada 
umumnya, bentuk pencucian uang tahap ini diwujudkan  meliputi  
antara lain mengubah uang tunai menjadi aset fisik seperti 
kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan atau batu-batu 
permata yang mahal, atau ”real estate”, atau dapat juga berupa 
instrumen keuangan lainnya.  
 
4. Tinjauan Umum Tentang Bank 
a. Pengertian Bank 
“Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik 
uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, 
terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu 
lintas pembayaran dan peredaran uang (Malayu SP Hasibuan,2001 : 
4)”. Pada umumnya bank melakukan kegiatan usahanya berupa 

















































masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman maupun dalam bentuk 
lain. 
 Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan, berbunyi : 
”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
 
b. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank 
1). Jenis Bank 
Dalam Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan, dijelaskan bahwa : 
”Menurut jenisnya bank terdiri dari : 
a). Bank Umum 
b). Bank Perkreditan Rakyat”. 
 
Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan, dijelaskan mengenai bank umum adalah sebagai 
berikut : 
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran”. 
 
Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan mengenai bank perkreditan 
rakyat adalah sebagai berikut : 
“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip 
Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran”. 
 
Berbeda dengan Undang-Undang Perbankan yang hanya 
membagi bank menjadi dua jenis seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Secara umum jenis bank dapat dibedakan menjadi 

















































perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi karakter antara 
lain adalah : 
(1). Bank dilihat dari segi fungsinya yaitu : 
(a). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
(b). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
(2). Bank dilihat dari segi kepemilikannya yaitu : 
(a). Bank Milik Pemerintah adalah dimana baik akte pendririan 
maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga 
seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 
Contoh : Bank Tabungan Negara (BTN), BRI. 
(b). Bank Milik Swasta Nasional adalah seluruh atau sebagian 
besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte 
pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 
keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh : 
Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Danamon. 
(c). Bank Milik Koperasi adalah kepemilikan saham-saham bank 
ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 
Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia. 
(d). Bank Milik Asing adalah bank ini merupakan cabang  dari 
bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau 
pemerintah asing. Contoh : City Bank, Bank of Tokyo. 
(e). Bank Milik Campuran adalah kepemilikan saham bank 
campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional, 

















































warga negara Indonesia. Contoh : Ing Bank, Sumitomo 
Niaga Bank. 
(3). Bank dilihat dari segi statusnya yaitu : 
(a). Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi 
ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang 
asing secara keseluruhan. 
(b). Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin 
untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga 
tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank 
devisa. 
(4). Bank dilihat dari segi cara menentukan harga yaitu : 
(a). Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah bank 
dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada 
para nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional 
misalnya menetapkan bunga sebagai harga.  
(b). Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bank dalam 
menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank 
berdasarkan prinsip syariah misalnya pembiayaan 
berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 
(Kasmir,2004 : 36-39). 
2). Kegiatan Usaha Bank 
Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus 
memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan 
bank serta melakukan kegiatan usaha bank ataupun pembukaan cabang 
baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang 
telah ditentukan Bank Indonesia. 
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, dijelaskan bahwa : 
“Usaha bank umum meliputi : 
a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

















































tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu; 
b). Memberikan kredit; 
c). Menerbitkan surat pengakuan hutang; 
d). Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 
(1). surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh 
bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada 
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 
(2). surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang 
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud; 
(3). kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan 
pemerintah; 
(4). Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
(5).  obligasi; 
(6). surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 
tahun; 
(7). instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 
sampai dengan 1 (satu) tahun; 
e). Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 
untuk kepentingan nasabah; 
f). Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 
meminjamkan dana kepada banklain, baik dengan 
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 
g). Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
h). Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga; 
i). Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak; 
j). Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 
bursa efek; 
k). Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 
kegiatan wali amanat; 
l). Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
m). Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan 


















































Adapun kegiatan usaha tambahan yang dapat dilakukan oleh 
Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : 
“Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Bank Umum dapat pula : 
a). Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
b). Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 
perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna 
usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 
lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
c). Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat 
harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 
d). Mertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana 
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan dana pensiun yang berlaku”. 
 
Kegiatan usaha dari Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 
13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah 
sebagai berikut : 
“Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: 
a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu; 
b). Memberikan kredit; 
c). Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan 
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia; 
d). Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 
dan/atau tabungan pada bank lain”. 
 
Kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat telah 
diatur secara jelas dalam undang-undang perbankan. Dewasa ini 
banyak muncul bank umum campuran dan bank asing di Indonesia, 
maka dalam kegiatan usahanya bank-bank ini lebih di khususkan 
antara lain : 
(1). Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang 

















































(2). Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu 
seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, 
penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat 
dipenuhi oleh bank swasta nasional; 
(3). Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank 
umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum 
yang ada di Indonesia seperti ini (Kasmir,2004 : 43). 
 
c. Larangan Kegiatan Usaha Bank 
Bank dalam melakukan kegiatan usahanya diberikan suatu 
larangan yang tidak boleh dilakukan oleh peraturan perundang-
undangan, baik untuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. 
Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, disebutkan mengenai kegiatan usaha Bank Umum yang 
dilarang adalah : 
”Bank umum dilarang : 
1). Melakukan penyertaan modal; 
2). Melakukan usaha perasuransian; 
3). Melakukan usaha lain diluar kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7”. 
 
Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, disebutkan mengenai larangan kegiatan usaha Bank 
Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut : 
“Bank Perkreditan Rakyat dilarang: 
a). Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu 
lintas pembayaran; 
b). Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 
c). Melakukan penyertaan modal; 
d). Melakukan usaha perasuransian; 
e). Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana 

































































































Dasar pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung dalam 
menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana 
money laundering yang 
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Putusan Mahkamah Agung 
Nomor: 944 K/Pid/2006 
Analisa yuridis putusan 
Mahkamah Agung terhadap 
tindak pidana money laundering 




















































Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu tindak 
pidana pencucian uang yang menggunakan sarana Bank. Pada awalnya telah 
terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan suatu harta 
kekayaan. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat dikatakan sebagai 
kegiatan pencucian uang (money laundering) apabila harta kekayaan hasil tindak 
pidana tersebut disembunyikan atau disamarkan agar seolah-olah harta kekayaan 
itu menjadi sah. Harta kekayaan hasil tindak pidana itu harus diperoleh dari tindak 
pidana yang telah disebutkan dan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 Sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk harta kekayaan dari hasil 
tindak pidana korupsi, perbankan, penyuapan, pencurian, penipuan dan 
sebagainya. 
Kegiatan money laundering sering dilakukan dengan menggunakan sarana 
bank seperti halnya kasus yang telah diteliti oleh penulis yaitu kasus money 
laundering terjadi di kebumen yang menggunakan bank sebagai sarana. Kasus 
Money laundering yang terjadi di Kebumen atas nama terdakwa Anastasia 
Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa telah diputus oleh Pengadilan Kebumen dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 122/Pid.B/2005/PN. Kbm pada 
tanggal 31 Oktober 2005. Terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa 
tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Kebumen dan mengajukan Banding ke 
Pengadilan Tinggi Semarang. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang 
telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 265/Pid/2005/PT.Smg 
pada tanggal 17 Januari 2006. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang 
Terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan in kracht 
terhadap Terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor: 944 K/Pid/2006 yang telah membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 265/Pid/2005/PT.Smg yang membatalkan 

















































Terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah in kracht tersebut, penulis 
melakukan analisa yuridis mengenai aturan hukum yang digunakan untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku money laundering yang menggunakan sarana 
bank sudah sesuai ataukah belum. Dalam menjatuhkan putusan hakim pada 
tingkat Mahkamah Agung tentunya akan memberikan pertimbangan-
pertimbangan dengan melihat kembali dari putusan Pengadilan Negeri dan 
putusan Pengadilan Tinggi. Dari uraian tersebut, penulis ingin melakukan analisa 
dan mengevaluasi aturan hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan 
sudah sesuai atau belum serta dasar pertimbangan apa yang sebenarnya hakim 





































































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Selama melakukan penelitian ini, hasil penelitian yang diperoleh penulis 
berupa uraian kasus tentang tindak pidana money laundering atas nama 
Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa di Kabupaten Kebumen, Jawa 
Tengah yang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Kebumen 
Nomor: 122/Pid.B/2005/PN. Kbm, putusan tingkat banding dari Pengadilan 
Tinggi Semarang  Nomor: 265/Pid/2005/PT.Smg. serta putusan tingkat kasasi 
yang telah in kracht dari Mahkamah Agung Nomor: 944 K/Pid/2006. 
Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  (in kracht) 
dilakukan analisis yuridis dan mengevaluasi pertimbangan yang digunakan 
hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana money laundering. 
 
1. Kasus Posisi Money Laundering Atas Nama Terdakwa Dra. Anastasia 
Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa 
Uraian kasus tindak pidana  money laundering atas nama Dra. 
Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa yang menggunakan sarana 
Bank Lippo cabang Kebumen adalah sebagai berikut : 
Terdakwa bernama Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa 
lahir pada tanggal 28 Mei 1962 (umur 43 tahun) di Kebumen. Terdakwa 
bertempat tinggal di jalan Brigjen Katamso nomor 31 rt 03, rw 07, 
Wonokriyo, Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terdakwa 
sebagai mantan Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen. 
Kasus money laundering yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah pada 
saat itu terdakwa atas nama Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa bekerja di Bank Lippo Kebumen yang menjabat sebagai kepala 
cabang Bank Lippo Kebumen, Jawa Tengah. Awalnya pada bulan Juli atau 

















































seorang temannya yang bernama Diana Puspawati mengenai Profarma dari 
Harry Robert yang dikenal sebagai orang yang baik dan kaya. Sekitar dua 
hari kemudian Harry Robert menghubungi Anastasia di Kebumen melalui 
telepon yang hanya menanyakan masalah kesehatan masing-masing. 
Beberapa minggu kemudian Harry Robert mengajak Anastasia ke Hotel 
Candi Semarang dengan naik mobil Kijang. Herry Robert membicarakan 
mengenai tender, dimana ia mendapatkan tender di Bandung tetapi 
Anastasia belum menanggapinya. 
Pada bulan September 2003 Herry Robert datang ke Kebumen  dan 
menelepon Anastasia di Kantor Cabang Lippo Kebumen untuk mengajak 
makan di rumah makan soto Kutoarjo di jalan menuju arah Purworejo. 
Pada waktu itu Herry Robert mengatakan kepada Anastasia berkaitan 
dengan pencairan dana untuk investasi dan Anastasia hanya disuruh 
mencari uang dari nasabah untuk diputarkan oleh Herry Robert.  
Atas perintah Herry Robert tersebut, pada waktu itu Anastasia yang 
masih menjabat sebagai kepala cabang Bank Lippo Kebumen 
menghubungi para nasabahnya di Bank Lippo Kebumen diantaranya 
Agnes, Buy Aryani, Bella, Fellim, Dr. Haryanto, Mo Sio Ian, Laurentia, 
Louw Bie In, Lanny, Setiyawati, Sintya, Swie Giok, Teguh, Liekiang, 
Widodo, Iwan, Bambang, Heny, Patma, Handoko yang selanjutnya 
Anastasia mengatakan kepada para nasabahnya itu bahwa ada produk 
semacam Deposito yang bernama “Kavling Serasi” dimana bunganya 
lebih tinggi dari Deposito biasa di Bank Lippo yang saat itu berlaku bunga 
efektif 7%. Anastasia juga memberitahu kepada para nasabahnya bahwa 
produk Deposito “Kavling Serasi” tersebut merupakan produk yang 
dterbitkan oleh Group Lippo yaitu PT. Lippo Karawaci, Tbk. Produk 
berupa “Kavling Serasi” yang ditawarkan itu pada saat jatuh tempo akan 
cair tepat pada waktunya dengan bunga mencapai 11% per tahun. Namun 
terhadap produk yang ditawarkan tersebut, Anastasia kesulitan 
memberikan bukti pembayaran uang para nasabahnya yang telah 

















































Robert sepakat untuk memberikan para nasabahnya sertifikat “Kavling 
Serasi” palsu.  
Anastasia menyarankan kepada para nasabahnya untuk menempatkan 
uangnya di “Kavling Serasi” saja yang mempunyai keamanan lebih 
terjamin. Anastasia selalu mengulang penawaran produk “Kavling Serasi” 
dengan segala kelebihan produk tersebut setiap kali berkomunikasi dengan 
para nasabahnya, sehingga para nasabah yang telah dihubungi tergerak 
hatinya untuk menempatkan uangnya pada sertifikat “Kavling Serasi” 
tersebut. 
Para nasabahnya kemudian menempatkan uangnya pada “Kavling 
Serasi” tersebut, diantaranya adalah : 
a. Sintya F. Supeno pada tanggal  17 September 2003 menyerahkan slip 
pengambilan uang tabungan Bank Lippo kepada Anastasia, selanjutnya 
Anastasia memproses slip tersebut untuk ditempatkan ke rekening 
Anastasia yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan nilai nominal 
pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kedua juga 
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian selang  
seminggu Anastasia mengantarkan ke rumah Sintya F. Supeno tanda 
bukti pembayaran berupa 2 bilyet “Kavling Serasi” palsu yakni : 
- Nomor : 1095/III A/LK/02/2004 dengan nilai nominal Rp. 
514.647.260,- dan 
- Nomor : 1097/III A/LK/02/2004 dengan nilai nominal Rp. 
514.647.250,- ; 
b. Setiawati menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” dengan 
jalan menyuruh Anastasia untuk membuat slip penarikan uang dari 
rekening Setiawati di Bank Danamon Kebumen dengan nomor 
rekening 32215550 pada tanggal 24 September 2003 dengan nilai 
nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya slip 
penarikan diambil Anastasia dan selang seminggu kemudian Anastasia 

















































Serasi” palsu dengan nominal nomor 3416/VIII A/LK/06/2004 dengan 
nominal Rp. 102.552.500,-; 
c. Agnes Tri Handayani menempatkan uang anggota arisan renovasi 
gereja ‘Santo Mikail’ gombong di “Kavling Serasi” dengan jalan 
pencarian Deposito dan kemudian dengan pemindahbukuan dari 
rekening Agnes Tri Handayani di Bank Lippo dengan tunai dengan 
nilai nominal Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta 
rupiah) yang diserahkan kepada Anastasia di Bank Lippo Gombong 
dan selang seminggu Anastasia mengantarkan ke rumah Agnes Tri 
Handayani  tanda bukti berupa 2 bilyet “Kavling Serasi” palsu dengan 
nomor : 6572/II A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
275.000.000,- dan nomor : 5899/I A/LK/12/2004 dengan nominal Rp. 
810.000.000,- serta agar tidak mencurigakan Agnes Tri Handayani 
dikenakan bunga melalui buku tabungan di Bank Lippo Cabang 
Gombong; 
d. Ike Ratna Wulandari menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan penarikan tunai dan rekening Ike Ratna Wulandari di 
nomor rekening 565-19-90056-9 di Bank Lippo Prembun sebesar Rp. 
300.000.000,- pada tanggal 16 Januari 2004 dan setelah itu Anastasia 
memberikan tanda bukti bilyet “Kavling Serasi” palsu dengan nomor : 
0482/I/ LK/1/2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 302.547.950,-; 
e. Agusta Viryanto menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Agusta Viryanto menyerahkan slip pengambilan uang  
kepada Anastasia  sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal  10 Desember 
2003, tanggal 7 Mei 3004, tanggal 26 Mei 2004 dan tanggal 23 
November 2005 dengan nilai keseluruhan sebesar 2.500.000.000,- (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah itu Anastasia menyerahkan 
tanda bukti berupa 4 bilyet “Kavling Serasi” palsu yakni : 
-  Nomor : 6483/VI A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 

















































-  Nomor : 6072/III A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
500.000.000,-  atas nama Tan Moy Jen; 
- Nomor : 6271/III A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
500.000.000,-  atas nama Tan Moy Jen; 
-  Nomor : 6224/I A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
500.000.000,-  atas nama Tan Moy Jen; 
f. Andriyanto menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” dengan 
jalan Andriyanto mentransfer ke rekening Anastasia di Lippo Bank 
Kebumen dan menyerahkan secara tunai kepada Anastasia sebanyak 5 
kali yaitu pada tanggal 27 Oktober 2003, tanggal 8 Desenber 2003, 
tanggal 30 Januari 2004, tanggal 6 Februari 2004 dan tanggal 2 
November 2004 dengan jumlah total Rp. 600.000.000,- dan setelah 
uang masuk selang seminggu Anastasia memberikan tanda bukti 
berupa 5 bilyet “Kavling Serasi” palsu yang diantar ke rumah 
Andriyanto yakni : 
- Nomor : 6623/II A/LK/11/2003 dengan nilai nominal Rp. 
101.342.465,- atas nama Adriyanto ; 
- Nomor : 0848/II A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
101.189.042,- atas nama Nelly ; 
- Nomor : 5958/II A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
202.424.600,- atas nama Nelly ; 
- Nomor : 5958/II A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
101.189.040,- atas nama Nelly ; 
- Nomor : 7153/II A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
101.189.040,- atas nama Nelly ; 
g. Andi Sugijanto menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Andi Sugijanto mentransfer dari rekening BCA Kutoarjo 
oleh Ibu Tri Nilawati (Ibu dari Andi Sugijanto) dan sebagian tunai ke 
nomor rekening Anastasia di BCA Yogyakarta dengan nomor rekening 
0372167694 sebanyak 2 kali yaitu dilakukan bulan September 2004 

















































40.000.000,- sehingga total mencapai Rp. 230.000.000,- dan setelah 
uang tersebut masuk Anastasia memberitahu Andi Sugijanto serta 
memberikan tanda bukti berupa bilyet “Kavling Serasi” palsu dengan 
nomor : 6473/I A/LK/12/2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 
233.024.000,- atas nama Andi Sugijanto; 
h. Ani Ariyanti Hidayat menempatka uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Ani Ariyanti Hidayat mentransfer dari rekening Bank 
Danamon Kebumen  nomor rekening 36323632 ke rekening Anastasia 
di BCA cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 0372167694 
sebesar Rp. 300.000.000,- dan setelah diketahui uang masuk selang 
seminggu Anastasia memberikan tanda bukti berupa bilyet “Kavling 
Serasi” palsu dengan nomor : 5622/II A/LK/10/2004 dengan nilai 
nominal Rp. 307.919.100,- atas nama Ani Ariyanti Hidayat; 
i. Bella Swandayani menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Bella Swandayani mentransfer uang sebesar Rp. 
500.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2003 ke rekening Anastasia 
di BCA Cabang Yogyakarta tetapi pada bulan Juni 2004 uang tersebut 
dicairkan oleh Bella Swandayani dan karena merasa percaya dan aman 
selanjutnya Bella Swandayani pada tanggal 14 Oktober 2004 
mentransfer kembali sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening BCA 
Cabang Yogyakarta dan selang seminggu Anastasia memberikan tanda 
bukti berupa bilyet “Kavling Serasi” palsu dengan nomor : 5646/I 
A/LK/08/2004 dengan nilai nominal Rp. 512.602.600,-; 
j. Fellin Lumampao Effendy menempatkan uang miliknya di “Kavling 
Serasi” dengan jalan Fellin Lumampao Effendy mentransfer RTGS 
dari rekening miliknya di BTPN Kebumen ke rekening Anastasia pada 
BCA Yogyakarta dengan nomor rekening 0372167694 sebesar Rp. 
300.000.000,- kemudian setelah uang masuk Anastasia memberi tanda 
bukti berupa bilyet  “Kavling Serasi” palsu tanggal 24 Agustus 2004 
dengan nomor : 6233/II A/LK/11/2004 dengan nilai nominal  Rp. 

















































k. Dr. Haryanto menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” yang 
dilakukan sebanyak 3 kali dengan jalan yaitu yang pertama pada 
tanggal 27 Januari 2004 Dr. Haryanto menarik dana di rekening Bank 
Lippo Kebumen nomor rekening 979-19-09999-3 kemudian di transfer 
ke BNI Cabang Pecenongan Jakarta dengan nomor rekening 130-
00022242.902 atas nama Herry Robert sebesar Rp. 1.000.000.000,- 
atas perintah Anastasia, kedua pada tanggal 30 Juli 2004 Dr. Haryanto 
kembali melakukan transfer dari rekening yang sama ke nomor 
rekening 119.000.420.421.8 di Bank Mandiri  Cabang Juanda Jakarta 
atas nama Tawfik Edy sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas perintah 
Anastasia dan yang ketiga Dr. Haryanto mentransfer uangnya dari 
rekening di BCA Cabang Pembantu Kutoarjo sebesar Rp. 
861.000.000,- secara tunai ditambah dengan Rp. 139.000.000,- 
sehingga totalnya mencapai Rp. 1.000.000.000,- ke dalam rekening 
Anastasia di BCA Yogyakarta dengan nomor rekening 037-2167694. 
Pada tanggal 14 Oktober 2004 dicairkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- 
dan yang masih di tangan Anastasia sebesar Rp. 1.500.000.000,- 
sedangkan sebagai tanda bukti  Anastasia memberikan berupa 2 bilyet 
“Kavling Serasi” palsu yakni : 
- Nomor : 5937/G II A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
505.065.050,- ; 
- Nomor : 5937/II A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
1.010.130.100,-; 
l. Hoo Sioe Lan alias Lany Anggraeni menempatkan uang miliknya di 
“Kavling Serasi” dengan jalan Lany Anggraeni mentransfer dari 
rekening BCA Purworejo atas nama Nyoo Al Tjoe (ibu Lany 
Anggraeni) dan atas nama Hoo Sioe Lan ke BCA Yogyakarta dengan 
nomor rekening 0372167694 atas nama Anastasia. Setelah permintaan 
Anastasia dituruti maka Anastasia memberikan tanda bukti bilyet 

















































- Nomor : 5740/IV A/LK/02/2004 dengan nilai nominal Rp. 
161.937.500,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 6123/I/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
658.013.700,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 6328/I A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
3.091.363.000,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 6509/IV A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
505.958.900,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 5389/II A/LK/02/2004 dengan nilai nominal Rp. 
1.009.561.600,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 6546/III A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
1.013.561.600,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 5458/I A/LK/09/2004 dengan nilai nominal Rp. 
910.257.500,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 5894/I A/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 
912.205.400,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 6029/IV A/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
404.931.500,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 6421/III A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
557.006.800,- atas nama Nyoo Ay Tjoe ; 
- Nomor : 6320/I A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
1.520.342.400,- atas nama Nge Ming Hie ; 
- Nomor : 5639/I A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
404.416.400,- atas nama Hermanto ; 
- Nomor : 6300/I A/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
557.458.900,- atas nama Hermanto ; 
- Nomor : 5532/IV A/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 
151.656.100,- atas nama Hoo Sioe Lan ; 
Sedangkan terhadap uang Rp. 1.000.000.000,- yang sudah diterima 

















































seperti lainnya dan seluruh uang tersebut berjumlah Rp. 
12.710.000.000,- ; 
m. Dra. Laurentia Jeany Kumaladewi menempatkan uang miliknya di 
“Kavling Serasi” dengan jalan Dra. Laurentia Jeany Kumaladewi pada 
tanggal 2 Januari 2004 membuat slip penarikan dari rekeningnya di 
Bank Lippo Kebumen dengan nomor rekening 565-19-00256.1 sebesar 
Rp. 500.000.000,- kemudian tanggal 30 September 2004 sebesar Rp. 
400.000.000,- selanjutnya Anastasia mengambil slip tersebut dan 
selang satu minggu Anastasia datang ke rumah Laurentia sambil 
memberikan tanda bukti berupa bilyet “Kavling Serasi” palsu yakni : 
- Nomor : 0029/III/LK/1/2004 dengan nilai nominal Rp. 
504.602.740,- ; 
- Nomor : 5462/I/LK/9/2004 dengan nilai nominal  Rp. 
403.682.100,-; 
n. Ny. Lauw Be In menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan pada tanggal 6 Mei 2004 Ny. Lauw Be In mentransfer 
dari rekeningnya di BNI Cabang Kutoarjo ke rekening atas nama 
Anastasia di Bank Lippo Cabang Kebumen  dengan nomor rekening 
138.008210106.360 sebesar Rp. 500.000.000,-. Pada tanggal 20 
September 2004 Ny. Lauw Bie In mentransfer dari rekeningnya di BII 
Cabang Magelang ke rekening atas nama Anastasia sebesar Rp. 
400.000.000,- . Pada tanggal 8 November 2004 Ny. Lauw Bie In 
mentransfer dari rekening atas nama suaminya Toto Irawan di BCA 
Cabang Kutoarjo dengan nomor rekening 2341005452 ke rekening 
nomor 284.1064374 atas nama Tawfik Edy pada BCA Cabang Sawah 
Besar Jakarta atas permintaan Anastasia. Setelah terpenuhi Anastasia 
datang ke rumah Ny. Lauw Bie In dengan memberikan tanda bukti 
berupa bilyet “Kavling Serasi” palsu yakni : 


















































- Nomor : 6102/III/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
504.660.200,- ; 
- Nomor : 6484/I/LK/12/2004 dengan nilai nominal Rp. 
404.127.600,- ; 
o. N. Lanny Kusumawati menempatkan uang miliknya di “Kavling 
Serasi” dengan jalan N. Lanny Kusumawati mentransfer dari 
rekeningnya di BCA Purworejo atas nama Susi Indrawati Tjong yang 
merupakan ibu N. Lanny Kusumawati ke rekening BCA Yogyakarta 
dengan nomor rekening 0372167694 atas nama Anastasia sampai 
beberapa kali dilakukan dengan jumlah seluruhnya Rp. 700.000.000,- 
selanjutnya Anastasia memberikan tanda bukti berupa bilyet “Kavling 
Serasi” palsu yakni : 
- Nomor : 6187/IV A/LK/II/2004 dengan nilai nominal Rp. 
151.849.300,- atas nama Lanny Kusumawati ; 
- Nomor : 5645/I A/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 
253.561.600,- atas nama Susi Indrawati Tjong ; 
- Nomor : 6250/IV A/LK/II/2004 dengan nilai nominal Rp. 
101.315.000,- atas nama Susi Indrawati Tjong ; 
- Nomor : 6143/I A/LK/II/2004 dengan nilai nominal Rp. 
101.232.900,- atas nama Susi Indrawati Tjong ; 
Dan masih terdapat uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang belum 
diterima oleh Anastasia tanda bukti bilyet seperti yang lain ;. 
p. Tan Swie Giok menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Tan Swie Giok menyerahkan slip penarikan tunai dari 
rekening atas nama Tan Swie Giok di Lippo Bank Cabang Kebumen 
sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Anastasia, dengan terpenuhinya 
permintaan Anastasia selang satu minggu  kemudian datang ke rumah 
Tan Swie Giok dengan memberikan tanda bukti berupa bilyet “Kavling 
Serasi” palsu dengan nomor : 5935/II A/LK/2004 dengan nilai nominal 

















































q. Teguh Setiawan menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan pada tanggal 7 Mei 2004 Teguh Setiawan menyerahkan 
slip penarikan dari rekening nomor 5651002045 kepada Anastasia 
sebesar Rp. 500.000.000,- kemudian selang 3 hari setelah uang 
diterima Anastasia memberikan bukti berupa bilyet “Kavling Serasi” 
palsu dengan nomor : 6075/III/LK/11/2004 dengan nilai nominal 
sebesar Rp. 514.023.900,- atas nama Tan Moy Ing (Istri Teguh 
Setiawan) ; 
r. Tjiu Lie Kiang menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Tjiu Lie Kiang  mentransfer melalui RTGS ke rekening 
Anastasia di BCA Yogyakarta dengan nomor rekening 0372167694 
sebanyak 6 kali transfer hingga seluruhnya berjumlah Rp. 
5.500.000.000,-, kemudian Anastasia datang ke rumah Tjiu Lie Kiang 
mengantarkan bukti tanda terima berupa 7 bilyet “Kavling Serasi” 
palsu yakni : 
- Nomor : 5643/X/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 
520.164.300,- atas nama Tjiu Lie Kiang ; 
- Nomor : 5338/III/LK/09/2004 dengan nilai nominal Rp. 
1.039.889.600,- atas nama Tjiu Lie Kiang ; 
- Nomor : 5644/X/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 
2.080.667.300,- atas nama Tjiu Lie Kiang ; 
- Nomor : 5336/XII/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 
1.040.328.600,- atas nama Tjiu Lie Kiang ; 
- Nomor : 5533/VIII/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 
520.164.300,- atas nama Tjiu Lie Kiang ; 
- Nomor : 5362/III/LK/09/2004 dengan nilai nominal Rp. 
519.945.100,- atas nama Tjiu Lie Kiang ; 
- Nomor : 6075/III/LK/11/2004 dengan nilai nominal Rp. 
514.023.900,- atas nama Tan Moy Ing (Istri Tjiu Lie Kiang); 
s. Iwan Yudistira Susanto menempatkan uang miliknya di “Kavling 

















































Susanto menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- melalui 
pemindahbukuan dari rekeningnya di Bank Lippo di tambah dengan 
uang tunai dan diserahkan kepada Anastasia di Bank Lippo Gombong. 
Selanjutnya selang satu minggu Anastasia memberikan tanda bukti 
berupa bilyet “Kavling Serasi” palsu dengan nomor 5846/X-
4/LK/10/2004 dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- ; 
t. Bambang Susilo Sugeng menempatkan uang miliknya di “Kavling 
Serasi” yang dilakukan sampai 5 (lima) kali dengan jalan pada tanggal 
3 Februari 2004 Bambang Susilo Sugeng mentransfer uang sebesar Rp. 
700.000.000,- dari Bank Danamon Purworejo  ke rekening Bambang 
Susilo yang berada di Bank Lippo Purworejo dengan nomor rekening 
983-10-03410-2 setelah masuk ke Bank Lippo Bambang Susilo 
menyerahkan slip penarikan kepada Anastasia yang disaksikan oleh 
Hery Kepala Cabang Bank Lippo Purworejo agar Rp. 350.000.000,- 
dimasukkan ke sertifikat Deposito Lippo Bank dan yang Rp. Rp. 
350.000.000,- dimasukkan ke dalam sertifikat “Kavling Serasi” (Group 
Lippo). Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2004  Bambang Susilo 
mentransfer uang laki ke “Kavling Serasi” dan atas permintaan 
Anastasia dimasukkan ke Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta dengan 
nomor rekening 119.0004204218 atas nama Tawfik Edy sbesar Rp. 
300.000.000,-. Kemudian pada tanggal 5 November 2004 Bambang 
Susilo kembali mentransfer uang lagi ke rekening yang sama sebesar 
Rp. 150.000.000,-. Terakhir pada tanggal 9 November 2004 Bambang 
Susilo melakukan transfer uang lagi ke rekening yang sama sebesar 
Rp.200.000.000,-, sehingga jumlah uang keseluruhan yang di transfer 
Bambang Susila sebesar Rp. 1.350.000.000,-. Selanjutnya Anastasia 
memberikan tanda bukti berupa 5 bilyet “Kavling Serasi” palsu yakni : 
- Nomor : 0807/I/LK/02/2004 dengan nilai Rp. 352.780.825,-; 
- Nomor : 5520/I/LK/09/2004 dengan nilai Rp. 353.567.100,-; 
- Nomor : 5623/I/LK/10/2004 dengan nilai Rp. 303.057.500,-; 

















































- Nomor : 6124/I/LK/11/2004 dengan nilai Rp. 201.972.600,-; 
u. Henny Listanti menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Henny Listanti menyerahkan slip penarikan dari 
rekeningnya di Bank Lippo Gombong kepada Anastasia yang 
dilakukan lebih dari satu kali samapi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 
4.700.000.000,- selanjutnya Anastasia memberikan tanda bukti berupa 
4 bilyet “Kavling Serasi” palsu yakni : 
- Nomor : 6201/V/LK/11/2004 dengan nilai Rp. 2.019.479.400,-; 
- Nomor : 6283/IA/LK/11/2004 dengan nilai Rp. 1.009.739.700,-; 
- Nomor : 6437/IA/LK/12/2004 dengan nilai Rp. 202.260.200,-; 
- Nomor : 6432/IA/LK/12/2004 dengan nilai Rp. 1.516.952.000,-; 
v. Padma Herawati menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan pada tanggal 27 September 2003 Padma Herawati 
menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- melalui 
pemindahbukuan dari rekeningnya sendiri di Bank Lippo kemudian 
pada tanggal 10 Februari 2004sebesar Rp. 500.000.000,- melalui 
pemindahbukuan dan tunai yang semuanya diserahkan kepada 
Anastasia di Bank Lippo Gombong. Selanjutnya Anastasia 
memberikan tanda bukti berupa 2 bilyet  “Kavling Serasi” palsu yakni: 
- Nomor : 6114/IV A/LK/11/2004 dengan nilai Rp. 500.000.000,-; 
- Nomor : 5894/X-A/LK/10/2004 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-; 
w. Tan Han Djian menempatkan uang miliknya di “Kavling Serasi” 
dengan jalan Tan Han Djian menyerahkan slip pengambilan uang dari 
rekeningnya kepada Anastasia sebanyak 7 kali yaitu 
· Tanggal 26 Januari 2004 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- melalui 
setoran multi guna Lippo Bank nomor D.3702890 ; 
· Tanggal 27 Mei 2004 dengan nilai Rp. 300.000.000,- melalui 
setoran multi guna Lippo Bank nomor D.3702890; 
· Tanggal 7 Juni 2004 dengan nilai Rp. 200.000.000,- melalui 

















































· Tanggal 30 September 2004 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- 
melalui setoran multi guna Lippo Bank nomor D.3702890; 
· Tanggal 9 November 2004 dengan nilai Rp. 500.000.000,- melalui 
setoran multi guna Lippo Bank nomor D.3702890; 
· Tanggal 10 November 2004 dengan nilai Rp. 250.000.000,- 
melalui aplikasi transfer Bank Danamon; 
· Tanggal 27 September 2004 dengan nilai Rp. 100.000.000,- 
melalui aplikasi transfer Bank Danamon; 
Kemudian Anastasia memberikan tanda bukti berupa bilyet “Kavling 
Serasi” palsu yakni : 
- Nomor : 6149/I/LK/11/2004 dengan nilai Rp. 252.517.100,- atas 
nama Handoko; 
- Nomor : 6122/I/LK/11/2004 dengan nilai Rp. 1.010.739.700,- atas 
nama Handoko; 
- Nomor : 5453/I/LK/9/2004 dengan nilai Rp. 505.034.200,- atas 
nama Handoko; 
- Nomor : 0654/I/LK/01/2004 dengan nilai Rp. 1.515.287.670,- atas 
nama Handoko; 
- Nomor : 3042/I/LK/6/2004 dengan nilai Rp. 201.972.600,- atas 
nama Ninawati (Istri) ; 
Dan masih ada satu setoran senilai Rp. 300.000.000,- yang belum 
diberikan tanda bukti berupa bilyet oleh Anastasia ; 
x. Widodo Hadi Pranoto menempatkan uang miliknya di “Kavling 
Serasi” palsu dengan jalan Widodo Hadi Pranoto menyerahkan slip 
pengambilan uang dari rekeningnya kepada Anastasia sebanyak satu 
kali yaitu mentransfer kepada Anastasia melalui RTGS nomor 
6394135 dari Bank Danamon Kutoarjo ke BNI Cabang Slamet Riyadi 
Solo sebesar Rp. 500.000.000,- dan selanjutnya Anastasia memberikan 


















































Terhadap para nasabah yang telah menempatkan uangnya di “Kavling 
Serasi” ternyata sertifikat yang diberikan Anastasia  adalah sertifikat palsu. 
Sertifikat “Kavling Serasi” dibuat sendiri oleh  Anastasia dengan cara 
membuat blangko sertifikat “Kavling Serasi” tersebut diketik 
menggunakan laptop warna hitam dengan merk IBM Thinkpad T-20 
dengan input dari satu disket warna hitam merk Verbatim dan satu disket 
merk fujifilm yang berisi nama nasabah, jumlah nominal, tanggal jatuh 
tempo dan oleh Anastasia dicetak dengan menggunakan Printer merk 
Canon warna putih biru s200Px. Setelah dicetak kemudian diberi cap dan 
stempel yang sudah ada dan ditanda tangani dengan diberi nama oleh 
Anastasia dikarang sendiri dan ditandatangani oleh Anastasia. Semua 
dalam pembuatan sertifikat ini dilakukan di rumah atau di tempat kos 
Anastasia di Jalan Pemuda depan Gereja GKJ Kebumen. Selanjutnya 
Anastasia memberikan selembar kertas berharga “Kavling Serasi” kepada 
para nasabahnya yang seolah-olah benar-benar berbentuk sertifikat 
“Kavling Serasi” yang diterbitkan oleh PT. Lippo Karawaci, Tbk. Namun 
dalam kenyataannya penerimaan uang dari para nasabahnya bukan 
ditransfer pada rekening resmi PT. Lippo Karawaci, Tbk. melainkan 
penerimaan uang diterima langsung oleh Anastasia pada rekening pribadi 
Anastasia ataupun dikirim dari para nasabahnya langsung ke rekening 
pribadi Herry Robert atas sepengetahuan Anastasia dan dengan nilai 
nominal yang besarnya sesuai dana yang ditempatkan oleh nasabahnya. 
Bank-bank penerima yang digunakan untuk menempatkan uangnya hasil 
transfer dari para nasabahnya antara lain Bank BCA Cabang Yogyakarta, 
Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta, Bank Lippo Cabang Kebumen,  
Bank BII Cabang Yogyakarta, Bank BCA Cabang Sawah Besar Jakarta, 
Bank Danamon Pecenongan Jakarta, Bank BNI Pecenongan Jakarta. 
Setelah seluruh transaksi para nasabah dari Anastasia sudah selesai, 
hasil yang diperoleh Anastasia dari seluruh penerimaan uang 24 
nasabahnya tersebut mencapai nilai nominal sebesar Rp. 48.175.000.000,- 

















































uang hasil yang diterima oleh Anastasia tersebut langsung di transfer baik 
ke rekening pribadinya maupun ke rekening atas nama temannya yaitu 
Herry Robert dan Tawfik Edy. Ada juga sebagian uang yang langsung di 
transfer dari para nasabah ke rekening Herry Robert. Sehingga hasil 
keseluruhan yang diterima oleh Herry Robert mencapai nilai nominal 
sebesar Rp. 51.531.318.000,- (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh 
juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).  
Seluruh uang yang diterima oleh Herry Robert melalui pentransferan 
dengan menggunakan sarana Bank tersebut yang merupakan hasil tindak 
pidana yang dilakukan oleh Anastasia digunakan untuk kepentingan 
sendiri oleh Anastasia dan bekerja sama dengan Herry Robert yaitu 
dengan memutar uang nasabah tersebut  untuk usaha jual beli mobil, 
membeli rumah, tanah baik di Sleman, Denpasar dan Purworejo. 
 
2. Dakwaan Terhadap Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa 
Jaksa Penuntut Umum mendakwa  terhadap Terdakwa Dra. Anastasia 
Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dengan beberapa Pasal. Jaksa Penuntut 
Umum menyusun dakwaannya secara alternatif atau pilihan dengan tiga 
dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut : 
a). Dakwaan Kesatu 
Dalam dakwaan pertama ini, Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto 
alias Mei Hwa di dakwa dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan 
diperbaharui dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu bahwa 
Terdakwa sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan 
Desember 2004 bertempat di Kantor Cabang Lippo Kebumen, 
Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah 

















































diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa 
Keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain atau 
mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugannya 
merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan 
yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, atau ; 
b). Dakwaan Kedua 
Dalam dakwaan kedua ini, Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa di dakwa dengan beberapa Pasal yaitu Pasal 378 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, 
yang menyatakan bahwa Terdakwa sejak bulan September 2003 
sampai dengan bulan Desember 2004 bertempat di Kantor Cabang 
Lippo Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri 
Kebumen, secara bersama-sama dengan Herry Robert telah dengan 
maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan 
tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, 
membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang 
atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan 
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatn, 
atau; 
c). Dakwaan Ketiga 
Dalam dakwaan kedua ini, Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa di dakwa dengan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1)  
KUHP bahwa Terdakwa sejak bulan September 2003 sampai dengan 
bulan Desember 2004 bertempat di Kantor Cabang Lippo Kebumen, 
Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah 
dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang 

















































barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang 
dilakukan Terdakwa dengan perbarengan beberapa perbuatan yang 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan. 
 
3. Tuntutan Terhadap Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa 
Tuntutan pidana terhadap Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut : 
a. Menyatakan Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 
3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
sebagaimana dirubah dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ; 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati 
Pranoto alias Mei Hwa dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara 
potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam 
tahanan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; 
c. Barang bukti berupa bahwa seluruh barang bukti dalam perkara ini 
digunakan untuk perkara lain ; 
d. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah) ; 
 
4. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen  
Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2005 
telah menjatuhkan putusan kepada Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap Dra. Anastasia 
Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa, Majelis hakim Pengadilan Negeri 
Kebumen telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 


















































a). Hal-hal yang memberatkan adalah : 
1). Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban yang cukup 
banyak dan uang dalam jumlah yang besar; 
2). Terdakwa memanfaatkan atau menyalahgunakan kepercayaan para 
korban.  
b). Hal-hal yang meringankan adalah : 
Majelis hakim tidak melihat adanya hal-hal yang meringankan pada 
diri Terdakwa. 
 
Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen menyatakan 
terdakwa Anastasia terbukti melanggar Pasal yang didakwakan dalam 
dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Berikut amar putusan Pengadilan 
Negeri Kebumen Nomor : 122/Pid.B/2005/PN.Kbm tertanggal 31 Oktober 
2005, adalah : 
a. Menyatakan Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” ; 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati 
Pranoto alias Mei Hwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun ; 
c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa di kurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
d. Menetapkan Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa tetap dalam tahanan ; 
e. Memerintahkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar 
barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 823 dikembalikan 
kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.; 
f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Dra. Anastasia 


















































5. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang (Banding)  
Terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 
122/Pid.B/2005/PN.Kbm tertanggal 31 Oktober 2005 Terdakwa Dra. 
Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang di Jawa Tengah. 
Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 
telah menjatuhkan putusan kepada Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa atas banding yang dilakukannya. Sebelum Majelis hakim 
Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan terhadap Dra. 
Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa terlebih dahulu 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan.  
Hal-hal yang memberatkan Terdakwa antara lain : 
a. Perbuatan Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa telah 
menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap korban yang cukup 
banyak ; 
b. Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa memanfaatkan jabatan 
Pimpinan Cabang Bank Lippo Kebumen dan dengan demikian telah 
merusak nama baik dari Bank Lippo pada umumnya ; 
c. Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa telah menikmati hasil 
dari perbuatannya ; 
d. Perbuatan Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa membuat 
resah para nasabah Bank pada umumnya dan membuat ragu-ragu atas 
produk Bank yang benar, karena khawatir kalau terjadi adanya produk 
Bank yang fiktif. 
Hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain : 
a. Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa tergolong berusia 
muda, sehingga masih ada harapan kedepan untuk memperbaiki diri 
dan tidak mengulangi perbuatannya ; 


















































c. Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa belum pernah 
dihukum ; 
d. Sebagian uang nasabah telah dikembalikan. 
 
Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa telah 
terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa menerima 
permintaan banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen 
tanggal 31 Oktober 2005 Nomor : 122/Pid.B/2005/PN.Kbm, serta 
mengadili sendiri atas nama Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa, yang dalam amar putusan Banding Pengadilan Tinggi  Nomor : 
265/Pid/2005/PT.Smg tertanggal 17 Januari 2006 dinyatakan sebagai 
berikut : 
1). Menyatakan Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana pencucian uang ; 
2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati 
Pranoto alias Mei Hwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 
(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; 
3). Menetapkan lamanya Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang 
dijatuhkan ; 
4). Memerintahkan agar Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias 
Mei Hwa tetap berada dalam tahanan ; 
5). Memerintahkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar 
barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 823 dikembalikan 

















































6). Membebankan kepada Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto 
alias Mei Hwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat 
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu 
lima ratus rupiah). 
 
6. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 944 K/Pid/2006 
Pada tanggal 26 Juni 2006 Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 
pidana kepada Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa atas 
permohonan kasasi yang telah diajukan. Dalam menjatuhkan pidana 
Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
yang meringankan. Hal yang memberatkan menurut Mahkamah Agung 
adalah : 
a. Perbuatan Terdakwa membuat korban menderita kerugian materiil 
sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ; 
b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; 
c. Terdakwa sudah pernah dihukum ; 
Selanjutnya hal yang meringankan menurut Mahkamah Agung adalah : 
a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; 
b. Terdakwa telah mengembalikan asset senilai Rp. 6.000.000.000,- 
sampai Rp. 7.000.000.000,-.  
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa 
mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan 
tidak diterima permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Dra. 
Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa serta membatalkan putusan 
Pengadilan Tinggi di Semarang Nomor : 265/Pid/2005/PT.Smg, tanggal 
17 Januari 2006, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen 
Nomor : 122/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005. 
Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar  
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

















































Uang. Dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 944 K/Pid/2006 
tertanggal  26 Juni 2006 dinyatakan sebagai berikut : 
1). Menyatakan Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana pencucian uang ; 
2). Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ; 
3). Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum 
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; 
4). Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 
denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman 
pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; 
5). Memerintahkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar 
barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 823 dikembalikan 
kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain. 
 
B. Pembahasan 
1. Analisa Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak 
Pidana Money Laundering yang Menggunakan Sarana Bank  
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 944 K/Pid/2006 
tertanggal  26 Juni 2006, Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa 
terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa telah terbukti 
melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut : 
“Setiap orang yang dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang 
lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dipidana 
karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling 

















































denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan 
paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”. 
 
Perbuatan pokok yang dilakukan Terdakwa Anastasia telah 
memenuhi rumusan dalam ketentuan dalam Pasal tersebut. Dari 
ketentuan tersebut dapat ditentukan unsur-unsur Pasal 3 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah : 
a. Setiap orang; 
b. Yang dengan sengaja; 
c. Mentransfer harta kekayaan  
d. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana;  
e. Dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang 
lain; 
f. Baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. 
Dari unsur-unsur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, dapat diuraikan 
mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa Anastasia telah sesuai dan 
masuk ke dalam unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Unsur Setiap Orang  
Unsur setiap orang dalam Undang-Undang Money Laundering 
merupakan orang perseorangan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang berbunyi : 
“Setiap orang adalah orang-perseorangan atau korporasi”. 
Dalam kasus money laundering ini, Perbuatan Terdakwa anastasia 
masuk dalam unsur ini karena sebagai pelaku perseorangan yang 
bukan melakukan perbuatan money laundering atas nama korporasi 


















































b. Unsur Dengan Sengaja 
“Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya 
perbuatan (Moeljatno,1993 : 171)”. Kesengajaan dilakukan pelaku 
dengan berbuat secara sadar akan tujuan dan terarah pada tujuan. 
Kesengajaan merupakan salah satu unsur subyektif yang ada di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang telah 
dijelaskan dalam bab sebelumnya. 
Kesengajaan melakukan kejahatan disebut sebagai melakukan 
tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (het 
teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens). Perkataan 
willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui itu 
diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan 
tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki 
(P.A.F. Lamintang,1996 : 286). 
“Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud 
dengan opzet willens en wetens (dikehendaki dan diketahui) 
adalah : 
Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus 
menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau 
mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu (Satochid 
Kartanegara, dalam Laden Marpaung,2005 : 13)”. 
 
“Dalam unsur kesengajaan ini, terdapat teori-teori kesengajaan 
yang berhubungan dengan menghendaki dan mengetahui dalam 
melakukan tindak pidana. Dalam pengetahuan hukum pidana 
dapat disebut  2 (dua) teori sebagai berikut : 
1) Teori kehendak (wils-theorie) 
Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk 
mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-
undang. 
2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-
theorie) 
Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau 
dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada 


















































Dalam kasus money laundering ini, apabila dikaitkan dengan 
teori-teori kesengajaan diatas Terdakwa Anastasia dalam melakukan 
tindak pidana money laundering masuk dalam unsur ini karena tindak 
pidana money laundering ini telah dikehendaki (willen) dan diketahui 
(wetens) oleh Anastasia. Terdakwa Anastasia dengan sengaja 
menghendaki untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari para 
nasabahnya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) yang telah 
dijelaskan sebelumnya, untuk kepentingan pribadi (investasi) dengan 
cara bahwa Terdakwa Anastasia yang pada waktu itu sedang menjabat 
sebagai kepala atau pimpinan Bank Lippo Kebumen, menawarkan 
produk palsu semacam Deposito yang bernama “Kavling Serasi” 
dimana bunganya lebih tinggi dari Deposito biasa di Bank Lippo yang 
saat itu berlaku bunga efektif 7%. Anastasia juga memberitahu kepada 
para nasabahnya bahwa produk Deposito “Kavling Serasi” tersebut 
seolah-olah merupakan produk yang dterbitkan oleh Group Lippo 
yaitu PT. Lippo Karawaci, Tbk.  
Sebenarnya produk tersebut palsu atau fiktif dan tidak diterbitkan 
oleh PT. Lippo Karawaci, Tbk Jakarta, melainkan produk yang 
dibuatnya sendiri dengan pemberian sertifikat palsu sebagai bukti 
pembayaran atas deposito “Kavling Serasi” tersebut. Setelah 
mendapatkan uang dari para nasabahnya, uang tersebut langsung 
ditransfer ke rekening pribadi, tidak masuk pada rekening Group 
Lippo yaitu PT. Lippo Karawaci, Tbk di Jakarta. 
Terdakwa Anastasia mengetahui bahwa dengan menawarkan 
produk palsu berupa Deposito “Kavling Serasi” dengan tanda bukti 
berupa sertifikat bilyet palsu yang dibuat sendiri maka para 
nasabahnya yang telah menggunakan produk tersebut untuk 
menyimpan uangnya akan mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan 
uang yang diberikan nasabah kepada Terdakwa Anastasia tidak di 

















































ditransfer ke rekening pribadi miliknya atas nama Anastasia dan 
temannya yaitu Herry Robert dan Tawfik Edy. 
 
c. Unsur Mentransfer Harta Kekayaan  
Mentransfer merupakan perbuatan untuk memindahkan harta 
kekayaan dari satu tempat ke tempat lainnya melalui Penyedia Jasa  
seperti Bank. Transfer harta kekayaan merupakan salah satu bentuk 
transaksi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan mengenai 
beberapa transaksi yang mencurigakan, berbunyi sebagai berikut : 
“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah : 
1) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, 
karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah 
yang bersangkutan; 
2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 
transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh 
penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini; atau 
3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga 
berasal dari hasil tindak pidana”. 
 
Bahwa Terdakwa Anastasia telah melakukan kegiatan transaksi  
berupa pentransferan atas harta kekayaan uang hasil dari para 
nasabahnya yang telah menggunakan produk deposito “Kavling 
Serasi” melalui Bank. Transfer yang dilakukan Terdakwa Anastasia 
masuk dalam tindak pidana money laundering, selain merupakan 
transaksi yang mencurigakan tetapi juga transaksi yang dilakukan 
Terdakwa Anastasia dalam sehari mencapai jumlah uang lebih dari 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang ditentukan apabila dalam satu hari kerja melakukan 

















































(lima ratus juta rupiah) dan penyedia jasa keuangan tidak melaporkan 
maka dapat disebut sebagai money laundering. 
 
d. Unsur Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil 
Tindak Pidana 
Unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana dapat dimunculkan oleh pelaku tindak pidana sebelum 
ataupun sesudah terjadinya tindak pidana money laundering. Seperti 
halnya Terdakawa Anastasia yang diketahui atau patut diduga 
memperoleh harta kekayaan berupa uang dari hasil tindak pidana. 
pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang 
merupakan hasil tindak pidana tersebut dengan cara mentransfer ke 
beberapa rekening. 
Diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana karena sebelum 
melakukan kegiatan money laundering, Terdakwa memperoleh harta 
kekayaan berupa uang dengan cara menawarkan produk palsu  kepada 
para nasabahnya semacam Deposito palsu yang bernama “Kavling 
Serasi” dengan bunga lebih tinggi dari Deposito biasa di Bank Lippo 
yang saat itu berlaku bunga efektif 7% yang seolah-olah produk 
tersebut diterbitkan oleh PT. Lippo Karawaci, Tbk Jakarta. Setelah 
melakukan money laundering, terdakwa Anastasia memberikan 
sertifikat palsu kepada para nasabahnya sebagai tanda bukti 
pembayaran atas produk tersebut.  Hasil tindak pidana tersebut adalah 
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang ditentukan 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian. 
 
e. Unsur Dari Suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa 
Keuangan Yang Lain 
Unsur dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa 

















































kegiatan pentransferan untuk melakukan money laundering dengan 
menggunakan sarana Penyedia Jasa Keuangan berupa Bank.  
Bank yang digunakan Terdakwa Anastasia untuk melakukan 
tindak pidana money laundering antara lain meliputi Bank Lippo 
Cabang Kebumen yang waktu itu sedang dipimpin oleh Terdakwa, 
Bank Lippo Cabang Gombong, Bank Lippo Cabang Prembun, Bank 
Lippo Cabang Purworejo, Bank BRI, Bank Permata, Bank BNI 
Cabang Pecenongan Jakarta, Bank BNI Cabang Solo, Bank BII 
Cabang Yogyakarta, Bank Mandiri Cabang Juanda, Bank Danamon 
Cabang Pecenongan Jakarta, Bank BCA Cabang Sawah Besar Jakarta, 
Bank BCA Cabang Yogyakarta, Bank BCA Cabang Kutoarjo. 
 
f. Unsur Baik Atas Nama Sendiri Maupun Atas Nama Pihak Lain 
Terdakwa memenuhi unsur baik atas nama sendiri maupun atas 
nama pihak lain dalam melakukan tindak pidana money laundering. 
Terdakwa melakukan perbuatannya atas nama pribadi artinya tidak 
melibatkan bank yang sedang ia pimpin sebagai pelaku. Hanya 
menggunakan Bank Lippo Cabang Kebumen yang dipimpin terdakwa 
sebagai sarana money laundering.  
Dalam melakukan tindak pidana money laundering, ketika 
Terdakwa mentransfer harta kekayaan berupa uang hasil dari para 
nasabahnya ia langsung mentransfer sebagian uang tersebut ke 
rekening pribadinya atas nama Anastasia. Ada pula sebagian uang 
hasil tindak pidana ditransfer dan ditujukan kepada atas nama pihak 





















































2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering yang Menggunakan 
Sarana Bank 
Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Money 
Laundering tentunya hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan 
dengan memperhatikan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kasus 
yang ditangani berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa dalam perkara Money Laundering adalah : 
- Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya  
a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah telah 
salah melakukan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum tidak 
sebagaimana mestinya terutama tentang penjatuhan pidana, kurang 
dalam mempertimbangkan Pasal dalam Undang-Undang tentang 
Money Laundering sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku 
Money Laundering kurang memenuhi rasa keadilan dalam 
masyarakat. Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Anastasia 
Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa terbukti melakukan Money 
Laundering dengan didasarkan pada rumusan Pasal 3 ayat (1) huruf 
a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa pada 
dasarnya perbuatan Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa 
lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 
b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan 
peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terutama dalam hal 

















































denda khususnya untuk pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang 
Money Laundering yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengandung pidana 
minimum baik tentang pidana badan maupun pidana denda. Dalam 
Pasal 11 Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 juga sudah diatur secara jelas bahwa dalam 
hal pidana denda tidak mampu membayarnya maka pidana denda 
tersebut dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun. Ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang Nomor 15 Tahun 
2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003  minimum 
penjara 5 (lima)  tahun dan denda minimum Rp. 5.000.000.000,- 
(lima milyar rupiah). Sedangkan sanksi pidana denda yang 
dijatuhkan Pengadilan Tinggi Semarang sebesar Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan yang 
mendasarkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang Nomor 15 
Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan 































































Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 
terhadap masalah-masalah yang diangkat dalam penulisan ini mengenai 
analisa yuridis putusan hakim Mahkamah Agung serta pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung tentang sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku  
Money Laundering yang menggunakan sarana bank dalam putusan Mahkamah 
Agung Nomor : 944 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati 
Pranoto alias Mei Hwa, dapat ditarik beberapa simpulan yang penting untuk 
menjadi bahan kajian selanjutnya.  
Pertama, mengenai analisa yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor : 
944 K/Pid/2006, bahwa terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa telah terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Perbuatan Terdakwa Dra. Anastasia Kusmiati 
Pranoto alias Mei Hwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b tersebut yaitu sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2. Yang dengan sengaja; 
3. Mentransfer harta kekayaan  
4. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;  
5. Dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain;  
6. Baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. 
Kedua, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam 
menjatuhkan sanksi pidana kepada Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei 
Hwa menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah 













































commit to user 
 
 
tidak sebagaimana mestinya terutama tentang penjatuhan pidana. Pengadilan 
Tinggi Semarang kurang dalam mempertimbangkan Pasal-Pasal dalam 
Undang-Undang tentang Money Laundering antara lain adalah : 
a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang kurang dalam 
mempertimbangkan Pasal 3 ayat  (1) huruf b, bahwa hakim Pengadilan 
Tinggi Semarang menyatakan Terdakwa Anastasia terbukti melanggar 
Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Pada dasarnya perbuatan Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa 
terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, karena perbuatan Terdakwa Anastasia 
telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut. 
b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang kurang mempertimbangkan  
Pasal 11 mengenai pidana pengganti denda berupa pidana penjara dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan 
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 mengandung pidana minimum, yaitu minimum penjara 5 
(lima) tahun dan denda minimum Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar 
rupiah). Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus 
Terdakwa Anastasia dengan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
subsidair 4 (empat) bulan kurungan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan 
pidana yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam hal denda tidak 



















































1. Menurut hemat penulis, seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan 
Mahkamah Agung terhadap Terdakwa tindak pidana money laundering 
yang menggunakan sarana bank seperti kasus ini dapat memberikan rasa 
keadilan masyarakat, karena pada waktu melakukan tindak pidana  money 
laundering Terdakwa sedang menjabat sebagai kepala Bank maka  sanksi 
pidana yang dijatuhkan dapat diperberat tentunya berdasarkan pada aturan 
hukum yang berlaku yaitu pemberatan karena jabatan ditentukan dalam 
Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya 
adalah : 
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu 
melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat 
ditambah sepertiga”. 
 
Pada dasarnya pemberat pidana didasarkan pada 4 (empat) macam 
keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, 
mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar 
atau mempermudah terjadinya tindak pidana (segi objektif), dan juga 
dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk 
mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana 
diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam 
mewujudkan apa yang dilarang undang-undang (segi subjektif) 
(Adami Chazawi,2005 : 79). 
 
2. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang tentang Money 
Laundering secara efektif, sebaiknya ketentuan mengenai sanksi pidana 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian maupun dalam Undang-Undang tentang Money Laundering 
yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada 
ketentuan berupa upaya penekan yang lebih jelas dalam hal pidana denda 













































commit to user 
 
 
harta kekayaan terpidana sebagai pengganti untuk membayar harta hasil 
dari tindak pidana. 
3. Pemidanaan terhadap pelaku money laundering sebaiknya juga 
mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi serta hukum termasuk 
mempertimbangkan pemidanaan dengan jumlah harta kekayaan yang 
dicuci sehingga ancaman pidana lebih berat serta dapat memberikan efek 
jera kepada terpidana dalam rangka mencegah dan memberantas tindak 
pidana money laundering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
